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Abstrak 

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam kajian akuntansi yang secara 
normatif dipahami sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 
daya melalui mekanisme formal seperti pencatatan, laporan tertulis, kontrak, dan sistem 
pengawasan. Praktik ekonomi termasuk di sektor pertanian diharapkan berjalan melalui 
sistem formal tersebut guna menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian 
pertanggungjawaban. Namun, dalam masyarakat suku Bugis, praktik ekonomi tidak selalu 
mengikuti kerangka formal akuntansi modern. Salah satu praktik yang masih bertahan 
adalah Ma’teseng, yaitu perjanjian kerja sama pertanian berbasis sistem bagi hasil antara 
pemilik lahan dan petani penggarap. Ma’teseng umumnya dilakukan secara lisan, tanpa 
kontrak tertulis maupun pelaporan formal, tetapi tetap berjalan stabil dan diterima oleh 
para pihak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan teoretis dan praktis. 
Akuntansi arus utama cenderung memaknai akuntabilitas sebagai produk sistem formal, 
sementara praktik Ma’teseng memperlihatkan bahwa akuntabilitas dapat dibangun 
melalui nilai budaya dan kesepakatan adat. Gejala berupa ketiadaan dokumen formal 
sering disalahartikan sebagai ketiadaan akuntabilitas, padahal masalah utamanya adalah 
keterbatasan perspektif akademik dalam memahami akuntabilitas berbasis budaya. Teseng 
dimaknai sebagai prinsip yang menuntun perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab 
dalam perjanjian bagi hasil. Pelanggaran terhadap teseng berdampak pada hilangnya 
kepercayaan sosial dan legitimasi kerja sama, serta dipandang sebagai pelanggaran moral 
dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali makna teseng dalam 
ma’teseng sebagai dasar konstruksi akuntabilitas petani dan memperkaya kajian akuntansi 
sosial berbasis kearifan lokal Bugis. 
 
Keywords: Nilai-Nilai Teseng, Akuntabilitas,  Budaya
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PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan masyarakat, sektor pertanian seringkali berfungsi sebagai arena yang kaya 

akan praktik budaya dan kearifan lokal. Khususnya dalam konteks Bugis, kegiatan pertanian 

tidak hanya dilihat sebagai usaha ekonomi semata, tetapi lebih sebagai platform sosial yang 

sarat dengan nilai-nilai budaya, etika, dan kepercayaan, seperti yang dijelaskan oleh Ahmadin 

(2021). Salah satu manifestasi budaya yang tetap lestari dan aktif hingga saat ini adalah 

Ma'teseng, suatu bentuk perjanjian kerja sama pertanian berdasarkan sistem bagi hasil antara 

pemilik lahan dan petani yang mengelolanya. 

Dalam praktik sehari-hari, Ma'teseng berbentuk kesepakatan lisan yang menetapkan 

bagaimana hasil panen dibagi dan kewajiban yang harus dipikul oleh masing-masing pihak 

yang terlibat. Berbeda dengan model ekonomi kontemporer, sistem ini beroperasi tanpa 

dokumen kontrak formal atau prosedur pengawasan terstruktur. Namun, meskipun demikian, 

praktik ini telah terbukti bertahan lama dan beroperasi dengan tingkat keadilan yang wajar, 

seperti yang diamati oleh Zainuddin dkk. (2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat 

unsur-unsur budaya yang kuat yang berfungsi sebagai dasar untuk mengendalikan perilaku para 

pelakunya, memastikan semuanya berjalan lancar tanpa perlu intervensi formal. 

Fenomena ini cukup menarik untuk dianalisis dari perspektif akuntansi, khususnya dalam 

konteks konsep akuntabilitas. Biasanya, dalam studi akuntansi, akuntabilitas dipahami sebagai 

sesuatu yang formal, seperti melalui laporan keuangan, pencatatan rutin, dan prosedur 

administratif lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Syahrani (2022). Namun, praktik Ma'teseng 

menawarkan perspektif yang berbeda, di mana akuntabilitas dapat dibangun berdasarkan nilai-

nilai budaya dan kesadaran moral yang mendalam. Di sini, akuntabilitas petani tidak tercermin 

dalam dokumen tertulis, melainkan melalui komitmen terhadap kejujuran dalam melaporkan 

hasil panen dan loyalitas terhadap kesepakatan pembagian keuntungan yang telah disepakati. 

Dalam berbagai situasi, sistem pertanian yang bergantung pada nilai-nilai lokal seperti 

kejujuran, semangat kerja sama timbal balik, dan kepercayaan berfungsi sebagai fondasi yang 

kuat untuk menjaga hubungan berkelanjutan antara petani dan antara petani dengan pihak 

eksternal. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pandangan kita tentang akuntabilitas, bukan 

hanya sebagai mekanisme pelaporan, tetapi juga sebagai praktik sosial dan budaya yang 

berkembang berdasarkan kearifan lokal yang ada. Dengan cara ini, kita dapat lebih memahami 

bagaimana unsur-unsur informal ini dapat menjaga keseimbangan dan keadilan dalam konteks 

pertanian tradisional. Maka dari itu penelitian ini berupaya untuk memahami makna nilai 

teseng dalam praktik Ma’teseng dan bagaimana nilai-nilai teseng mengonstruksi akuntabilitas 

petani dalam aktivitas pertanian. Dengan mengangkat Ma’teseng sebagai sistem bagi hasil 
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berbasis budaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bahwa 

akuntabilitas tidak selalu lahir dari sistem formal, melainkan juga dari nilai-nilai lokal yang 

hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. 

Dalam konteks Bugis, Ma'teseng tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian pembagian 

keuntungan pertanian adat, tetapi juga sebagai dasar bagi perjanjian ekonomi yang beroperasi 

secara lisan dan berdasarkan norma-norma tradisional. Studi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai elemen akuntabilitas yang muncul dari praktik Ma'teseng, dengan 

tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, akuntabilitas dapat dibentuk 

melalui nilai-nilai budaya lokal, tanpa harus bergantung pada sistem pencatatan formal. Lebih 

lanjut, analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen budaya ini mengatur 

dinamika kerja sama antara pemilik tanah dan petani penyewa, memastikan hubungan mereka 

tetap harmonis dan saling menguntungkan. 

Meskipun studi tentang akuntabilitas di sektor pertanian semakin berkembang, penelitian yang 

secara khusus mengkaji hubungan antara nilai-nilai budaya lokal—seperti budaya teseng—dan 

pembentukan akuntabilitas petani masih terbatas. Budaya teseng ini, yang kaya akan unsur 

sosial, spiritual, dan kolektif, berfungsi sebagai dasar interaksi antar petani dan pengelolaan 

panen. Ini adalah warisan budaya yang kuat dan sangat berharga untuk mengembangkan 

bentuk-bentuk akuntabilitas yang lebih peka terhadap konteks budaya. Sayangnya, karya 

ilmiah yang benar-benar menggabungkan esensi nilai-nilai teseng ke dalam praktik 

akuntabilitas petani masih sulit ditemukan, seperti yang dicatat oleh Thalib dkk. (2023). Situasi 

ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan, sehingga kita kurang 

memahami bagaimana nilai-nilai lokal ini memengaruhi dan membentuk mode akuntabilitas 

yang autentik dan kontekstual di bidang pertanian. 

Kurangnya studi yang secara langsung meneliti hubungan antara budaya teseng dan 

akuntabilitas di bidang pertanian menyoroti urgensi untuk melakukan penelitian 

fenomenologis yang benar-benar mengeksplorasi pengalaman para petani. Dengan pendekatan 

ini, kita dapat lebih memahami bagaimana budaya teseng berfungsi sebagai konstruksi sosial 

yang membentuk akuntabilitas, yang tidak hanya bergantung pada prosedur teknis seperti 

pencatatan keuangan tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual yang memperkuat 

integritas dan membangun kepercayaan dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Melalui 

eksplorasi ini, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada 

sekaligus memberikan perspektif baru tentang pentingnya nilai-nilai budaya lokal dalam 

memperkuat mekanisme akuntabilitas di sektor pertanian. 
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KAJIAN LITERATUR 

Di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Bugis, konsep teseng sering disebut 

tesang merupakan bentuk perjanjian bagi hasil yang mengatur hubungan antara pemilik tanah 

dan petani yang menggarapnya. Istilah ini berasal dari bahasa Bugis dan umumnya diterapkan 

dalam pertanian, khususnya untuk komoditas seperti beras, meskipun seiring waktu praktik ini 

juga meluas ke pengelolaan ternak dan berbagai usaha pertanian lainnya, seperti yang 

dijelaskan oleh Salle dkk. (2024). Dengan demikian, teseng bukan hanya peraturan teknis, 

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam konteks budaya lokal. 

Menurut Mustara (2021), teseng dapat dipahami sebagai kesepakatan yang mengikat secara 

timbal balik antara dua pihak: pemilik tanah memberi wewenang kepada petani penyewa untuk 

mengelola tanah, dengan pembagian hasil panen ditentukan melalui diskusi bersama. Jenis 

kesepakatan ini biasanya dibuat secara lisan dan sangat bergantung pada adat dan tradisi yang 

berlaku dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, validitasnya tidak bergantung pada kontrak 

tertulis, melainkan pada fondasi kepercayaan dan aturan sosial yang tertanam kuat dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, kekuatan teseng terletak pada ikatan moral dan norma kolektif 

yang menjaga hubungan seimbang antara para pihak, tanpa perlu intervensi hukum formal. 

Konsep perjanjian bagi hasil juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, 

khususnya pada Pasal 1 huruf c, yang membahas tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disebutkan 

bahwa perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penyewa, 

di mana petani diberikan izin untuk mengelola tanah, dengan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik 

teseng sebenarnya cukup selaras dengan prinsip-prinsip hukum agraria yang berlaku di tingkat 

nasional, meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat 

setempat. Dengan kata lain, teseng dapat dianggap sebagai bentuk harmonisasi antara peraturan 

formal dan nilai-nilai tradisional yang telah lama dipegang. 

Sebagaimana diuraikan oleh Salle dkk. (2024), perjanjian bagi hasil termasuk yang dikenal 

sebagai teseng sebenarnya lahir dari nilai-nilai kuat kerja sama timbal balik. Dalam praktiknya, 

pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri masih dapat menikmati manfaat 

ekonomi dari hasil panen, sementara petani penggarap mendapatkan akses ke lahan meskipun 

mereka tidak memiliki kepemilikan lahan pribadi. Hubungan ini jelas menunjukkan bahwa 

teseng bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi juga ikatan sosial yang didasarkan pada prinsip 

kebutuhan bersama dan kepercayaan yang mendalam antara para pihak. Dengan demikian, 

teseng mencerminkan bagaimana nilai-nilai kolektif dapat memperkuat stabilitas dalam 

komunitas pertanian. 

1

1

1
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Dari perspektif studi sosial, teseng dapat dilihat sebagai lembaga tradisional yang kaya akan 

dimensi normatif. Menurut Arif dkk. (2022), perjanjian adat seperti teseng tidak hanya 

berfungsi untuk mengatur pembagian hasil panen tetapi juga mewujudkan seperangkat nilai 

yang kuat yang membimbing perilaku pihak-pihak yang terlibat. Nilai-nilai ini, yang terkait 

erat dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap amanah yang 

dipercayakan kepada mereka dalam hubungan kerja, pada akhirnya membentuk landasan moral 

yang menjaga keseimbangan dan harmoni dalam praktik pertanian. Dengan demikian, teseng 

bukan hanya peraturan teknis tetapi juga cerminan etika sosial yang telah lama diwariskan. 

Menurut Hafid dkk. (2021) dan Arif dkk. (2021), ikatan dalam teseng sebenarnya didasarkan 

pada fondasi kepercayaan pribadi dan proses musyawarah yang ketat. Di sini, hak dan 

kewajiban masing-masing pihak tidak selalu perlu dicatat dalam dokumen resmi, tetapi lebih 

dipatuhi berkat mekanisme kontrol sosial yang kuat, seperti reputasi yang harus dijaga, rasa 

malu atas pelanggaran, dan rasa hormat yang diberikan oleh anggota masyarakat. Akibatnya, 

keberlanjutan praktik teseng ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran normatif yang 

dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, yang pada gilirannya menjaga keharmonisan dan 

keberlanjutan hubungan dalam konteks sosial yang lebih luas. 

Arsyad et al. (2024) menjelaskan bahwa Teseng juga menyiratkan prinsip transparansi yang 

kuat dalam pengelolaan panen. Dalam praktiknya, semua pihak yang terlibat diharapkan saling 

memahami tahapan proses produksi, biaya yang dikeluarkan, dan volume panen sebagai 

elemen penting dari hubungan kerja etis mereka. Transparansi di sini bukanlah transparansi 

administratif, seperti dalam sistem formal, melainkan transparansi relasional, yang sangat 

bergantung pada nilai-nilai adat yang mengakar dan kepercayaan sosial yang dibangun di 

antara mereka. Dengan pendekatan ini, teseng menunjukkan bagaimana kejujuran dan 

keterbukaan dapat dipertahankan tanpa perlu mekanisme dokumentasi yang kaku. 

Dalam masyarakat Bugis, yang sangat menghargai konsep kehormatan yang dikenal sebagai 

siri’ dan kepercayaan yang mendalam, kepatuhan terhadap perjanjian teseng sering kali 

dipandang sebagai manifestasi integritas pribadi dalam berbagai interaksi ekonomi. Menurut 

Zainuddin dkk. (2025), kesadaran etika yang berkembang dalam praktik adat ini mendorong 

orang untuk bertindak jujur dan adil, bukan hanya karena takut akan hukuman resmi, tetapi 

juga karena orientasi moral dan spiritual yang kuat dalam memahami amanah (kepercayaan) 

sebagai tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, teseng bukan hanya 

aturan teknis, tetapi juga cerminan nilai-nilai mendalam yang membentuk karakter individu 

dalam konteks sosialnya. 
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Dari perspektif fenomenologis, teseng tidak dapat dipandang hanya sebagai kerangka kerja 

untuk perjanjian bagi hasil, tetapi juga sebagai pengalaman hidup yang kaya akan makna 

seputar pekerjaan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, teseng berfungsi 

sebagai ruang konseptual yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana nilai-nilai 

budaya secara bertahap diinternalisasi ke dalam praktik sehari-hari masyarakat, yang kemudian 

dapat dianalisis lebih dalam melalui temuan lapangan dari penelitian ini. Dengan pendekatan 

ini, kita dapat lebih menghargai dimensi subjektif di balik praktik-praktik adat tersebut. 

Teseng dalam Perspektif Etika dan Nilai Budaya 

Dalam masyarakat agraris, nilai-nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika 

tetapi juga sebagai kerangka kerja pengaturan yang kuat yang mengatur dinamika kerja, 

distribusi hasil panen, dan tanggung jawab di antara pelaku pertanian. Petani tradisional ini 

seringkali didorong tidak hanya oleh logika ekonomi semata tetapi juga oleh aspek moral, 

norma adat, dan rasa hormat sosial yang mendalam. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa praktik ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh konsep yang dikenal sebagai ekonomi 

moral, sebuah perspektif ekonomi yang terkait erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan 

keberlanjutan hubungan antarmanusia, seperti yang dibahas oleh Hakim (2024) dan Lestari 

(2021). 

Lebih spesifiknya, Hakim (2024) dan Lestari (2021) menjelaskan bahwa dalam kerangka 

ekonomi moral ini, petani biasanya memprioritaskan aspek keadilan dalam hubungan, 

keseimbangan sosial, dan keberlanjutan daripada sekadar mengejar keuntungan maksimal. 

Nilai-nilai ini kemudian menjadi titik acuan utama ketika mereka mengambil keputusan, mulai 

dari distribusi hasil panen dan pelaporan produksi hingga pengelolaan sumber daya pertanian 

secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana unsur-unsur non-

ekonomi ini membentuk praktik pertanian yang lebih holistik dan berkelanjutan. 

Dalam kajian budaya Bugis, teseng seringkali dipandang bukan hanya sebagai mekanisme 

ekonomi, tetapi juga sebagai arena di mana nilai-nilai lokal dapat benar-benar meresap ke 

dalam individu. Nilai-nilai seperti siri', lempu', pacce, reso, getteng, ammaccang, sipakatau, 

sipakainge', dan sipakalebbi' tidak berdiri sendiri sebagai aturan terpisah, melainkan saling 

terkait membentuk standar etika yang kuat, yang pada akhirnya berfungsi sebagai kontrol 

internal dalam hubungan kerja sehari-hari. Dengan nilai-nilai ini, orang dapat mengevaluasi 

sendiri apakah perilaku mereka masih sesuai dengan amanat yang dipercayakan dalam 

perjanjian bagi hasil. Sekarang, untuk kejelasan yang lebih besar, hubungan konseptual antara 

nilai-nilai teseng ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

2

2
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a. Nilai siri' pada dasarnya dipahami sebagai konsep kehormatan dan harga diri yang harus 

dijaga dalam berbagai interaksi sosial, termasuk kolaborasi di sektor pertanian. Secara 

konseptual, siri' bertindak sebagai semacam ikatan moral yang memotivasi individu untuk 

menjunjung tinggi kepercayaan, karena melanggar perjanjian dianggap sebagai tindakan yang 

merusak martabat pribadi dan keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Salle dkk. (2024). 

Indikator: Rasa malu ketika gagal menepati janji, kesadaran akan harga diri, dan pemahaman 

mendalam tentang makna siri'. 

b. Nilai Lempu’ atau kejujuran merupakan prinsip etis utama dalam relasi berbasis kepercayaan. 

Dalam sistem bagi hasil yang minim kontrak tertulis, kejujuran dipahami sebagai mekanisme 

normatif yang menopang keberlangsungan kerja sama. Literatur menunjukkan bahwa 

pelanggaran terhadap lempu’ berimplikasi bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial berupa 

hilangnya legitimasi dan reputasi (Arif et al., 2022). 

Indikator : Pengalaman jujur dalam situasi sulit, kesadaran tidak memanipulasi, makna 

kejujuran 

c. Nilai Passe dimaknai sebagai empati dan solidaritas. Secara konseptual, nilai ini 

menyediakan orientasi kemanusiaan dalam relasi ekonomi, sehingga keputusan tidak hanya 

didasarkan pada kalkulasi untung-rugi, tetapi juga pada pemahaman terhadap kondisi pihak 

lain (Zainuddin et al., 2025). 

Indikator : Pengalaman empati, kesadaran membantu, makna solidaritas 

d. Nilai Reso dipahami sebagai etos kerja dan kesungguhan. Dalam budaya Bugis, menerima 

amanah tanpa reso dipandang tidak selaras dengan nilai teseng. Kerja keras diposisikan sebagai 

bentuk pembuktian moral bahwa kepercayaan dijalankan secara nyata, bukan sekadar 

simbolik(Suryawan Amrani et al., 2024). 

Indikator : Pengalaman bekerja sungguh-sungguh, kesadaran bekerja tanpa pengawasan, 

makna kerja keras 

e. Nilai Getteng berarti keteguhan prinsip. Nilai ini menjaga konsistensi sikap dalam 

menjalankan kesepakatan. Secara konseptual, getteng memastikan bahwa komitmen tidak 

bersifat situasional, tetapi berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan ekonomi atau 

sosial(Wisdom, 2025). 

Indikator : Pengalaman mempertahankan prinsip, konsistensi sikap, makna prinsip 
f. Nilai Ammaccang dimaknai sebagai kecerdasan dan kebijaksanaan. Nilai ini berfungsi 

sebagai rasionalitas etis, yang memungkinkan individu menimbang konsekuensi jangka 
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panjang dari tindakan. Dengan ammaccang, teseng tidak hanya patuh pada adat, tetapi juga 

adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi(Yusuf et al., 2022). 

Indikator : Pertimbangan keputusan, kesadaran dampak, makna kebijaksanaan 

g. Nilai Sipakatau menekankan prinsip saling memanusiakan. Dalam kerangka ini, relasi 

teseng dipahami sebagai hubungan sosial, bukan sekadar kontrak ekonomi. Nilai ini 

menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan 

perjanjian(Tang & Samsuduha, 2023).  

Indikator : pengalaman diperlakukan adil, kesadaran nilai kemanusiaan, makna keadilan 
h. Nilai Sipakainge’ berarti saling mengingatkan. Secara konseptual, nilai ini berfungsi sebagai 

pengawasan sosial informal yang menjaga agar para pihak tetap berada dalam koridor norma 

teseng melalui koreksi berbasis kepedulian. 

Indikator : Pengalaman diingatkan/mengingatkan, kesadaran kontrol sosial, makna kepedulian 

i. Nilai Sipakalebbi’ dimaknai sebagai saling menghormati. Nilai ini memberi bingkai etis agar 

relasi teseng dijalankan dengan kesantunan, menjaga martabat, dan menghindari tindakan yang 

merusak harmoni sosial. 

Indikator : Pengalaman menjaga martabat, kesadaran etika, makna penghormatan. 

Secara konseptual, budaya teseng dapat dilihat sebagai perpaduan nilai-nilai moral Bugis yang 

secara kolektif membentuk kerangka tanggung jawab yang sangat bergantung pada aspek 

budaya. Di sini, reso berfungsi sebagai dasar praktis untuk bertindak, sementara lempu' dan 

getteng membantu menjaga integritas seseorang. Ammaccang, di sisi lain, memberikan 

dimensi rasionalitas yang lebih dalam, sementara sipakatau, sipakainge', dan sipakalebbi' 

bersama-sama membangun aspek sosial dari hubungan tersebut. Siri' bertindak sebagai 

semacam kendali batin yang kuat, dan pacce memberikan arahan kemanusiaan yang membuat 

semuanya lebih manusiawi. Teseng sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang 

sangat bergantung pada kepercayaan dan kesadaran moral, atau yang sering disebut sebagai 

kesepakatan berbasis kepercayaan. Hubungan antara pemilik tanah dan petani penyewa, secara 

konseptual, didasarkan pada tanggung jawab bersama. 

Mekanisme Kepercayaan dan Tanggung Jawab dalam Praktik Teseng 

Dalam masyarakat agraris, kesepakatan adat dan kepercayaan yang kuat membentuk landasan 

utama untuk menerapkan perjanjian bagi hasil. Kepercayaan ini tidak muncul secara spontan 

tetapi terbentuk melalui interaksi sosial jangka panjang, reputasi pribadi individu, dan nilai-

nilai budaya yang tertanam kuat dalam komunitas lokal, termasuk di kalangan suku Bugis, 

seperti yang dijelaskan oleh Rezkiana & Basuki (2024). Mekanisme kepercayaan ini pada 
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dasarnya berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial, karena orang menyadari bahwa melanggar 

perjanjian tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga kedudukan 

sosial, hubungan keluarga, dan bahkan legitimasi mereka dalam komunitas. 

Teseng dipandang bukan hanya sebagai perjanjian ekonomi sederhana, tetapi juga sebagai 

ruang di mana nilai-nilai dapat meresap ke dalam perilaku para pesertanya melalui unsur-unsur 

kepercayaan, reputasi, dan orientasi moral yang mendalam. Oleh karena itu, hubungan kerja 

dalam teseng dapat dipahami melalui kerangka modal sosial yang mencakup kepercayaan, 

jaringan sosial, dan norma timbal balik. Ketiga unsur ini, dari perspektif teoretis, memperkuat 

kolaborasi dan memastikan hubungan yang berkelanjutan antar petani. Kepercayaan 

memungkinkan kolaborasi tanpa perlu pengawasan formal yang ketat, jaringan menjaga 

kesinambungan hubungan sosial, dan timbal balik menciptakan harapan moral bahwa setiap 

tindakan akan dibalas secara adil dalam jangka panjang. Nilai-nilai ini selaras dengan 

karakteristik budaya Indonesia, yang menekankan semangat kebersamaan, kerja sama timbal 

balik, dan tanggung jawab sosial secara keseluruhan. 

Secara konseptual, petani modern harus dilihat sebagai individu yang dapat beradaptasi dengan 

perubahan, menguasai pengetahuan baru, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip tanggung 

jawab sosial yang berasal dari kearifan lokal, seperti yang diusulkan oleh Ansar & Latief (2023). 

Dalam konteks Bugis, nilai-nilai yang tertanam dalam teseng memberikan pedoman etis untuk 

membentuk karakter petani yang memprioritaskan kehormatan, kepercayaan sosial, dan 

hubungan kerja yang berkelanjutan. 

Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntabilitas 

Dalam akuntansi, akuntabilitas pada dasarnya dipahami sebagai tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh individu atau lembaga untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas bagaimana 

mereka menggunakan sumber daya dan wewenang yang telah diberikan kepada mereka. 

Konsep ini tidak terbatas pada penyusunan laporan keuangan tetapi juga melibatkan aspek 

moral dan sosial yang memengaruhi berbagai pihak yang terkena dampak keputusan dan 

tindakan yang diambil, seperti yang diuraikan oleh Maulana dkk. (2023). 

Hopwood (2021) menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, akuntabilitas tidak selalu 

harus diwujudkan melalui laporan tertulis atau prosedur administratif formal. Sebaliknya, 

akuntabilitas seringkali beroperasi melalui sistem sosial yang didasarkan pada kepercayaan, 

kesepakatan lisan, reputasi pribadi, dan norma-norma moral yang ada dalam masyarakat. Di 

komunitas pedesaan, sistem etika mengatur interaksi sosial dan ekonomi, dengan kejujuran, 

keadilan, dan saling percaya sebagai inti dari nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, 
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akuntabilitas dipahami lebih sebagai isu sosial dan moral, yaitu sejauh mana individu mematuhi 

norma-norma ini dan menjaga keharmonisan dalam komunitas mereka. 

Literatur tentang praktik pertanian menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian tidak selalu 

dihukum secara formal, tetapi lebih melalui mekanisme sosial seperti kerusakan reputasi, 

perasaan malu, atau penurunan kepercayaan dalam hubungan kolektif. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem akuntabilitas tradisional lebih bergantung pada legitimasi sosial daripada pada 

instrumen hukum atau administratif yang kaku semata. Dengan pendekatan ini, kita dapat 

melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi alternatif yang ampuh untuk menjaga 

keseimbangan dalam konteks pertanian yang lebih manusiawi. 

Akuntabilitas Sosial Berbasis Nilai Budaya 

Dari perspektif budaya, akuntabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat 

setempat. Di kalangan masyarakat Bugis, misalnya, nilai-nilai seperti siri', yang berarti harga 

diri, dan lempu', yang menunjukkan kejujuran, dipandang sebagai prinsip etika yang kuat yang 

membimbing perilaku individu dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi, seperti yang 

dijelaskan oleh Hum (2022). Dalam studi akuntansi sosial, nilai-nilai ini dapat dikategorikan 

sebagai akuntabilitas budaya, yaitu jenis akuntabilitas yang didasarkan pada norma budaya, 

hubungan sosial, dan kesadaran moral yang mendalam.  

Perbandingan Akuntabilitas Formal dan Akuntabilitas Sosial 

Perbedaan mendasar antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas sosial terletak pada sumber 

legitimasi dan bentuk akuntabilitas yang dihasilkan. Akuntabilitas formal lebih menekankan 

transparansi melalui laporan keuangan, proses audit, dan sistem pelaporan administratif. Di 

sini, legitimasi dicapai melalui kepatuhan terhadap aturan tertulis dan standar institusional yang 

telah ditetapkan. Sementara itu, akuntabilitas sosial berbasis budaya menekankan kesadaran 

moral, rasa malu, dan tanggung jawab sosial secara keseluruhan. Akuntabilitas dalam konteks 

ini muncul dari dorongan batin untuk mempertahankan harga diri dan kepercayaan yang 

dipegang dalam komunitas. 

 

Secara konseptual, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab bukan hanya karena 

keahliannya dalam menyusun dokumen tertulis, tetapi lebih karena ketekunannya dalam 

menjunjung tinggi kepercayaan, memenuhi komitmen yang telah disepakati, dan 

mempertahankan legitimasi sosial di mata orang lain. Karakteristik ini menunjukkan bahwa 

sistem akuntabilitas sosial ini sangat bergantung pada konteks, lebih manusiawi, dan berakar 

kuat pada nilai-nilai lokal, yang kemudian dapat dieksplorasi lebih dalam melalui temuan 

penelitian empiris, seperti yang dibahas oleh Mukaromah & Priyono (2021).  
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Hubungan Konseptual antara Nilai Teseng dan Akuntabilitas Petani 

Nilai teseng dalam budaya Bugis sering dipandang sebagai sumber moral yang menyediakan 

kerangka etika untuk interaksi kerja di bidang pertanian. Secara konseptual, teseng berfungsi 

sebagai referensi normatif yang mendorong individu untuk menjaga harga diri, komitmen 

pribadi, dan tanggung jawab sosial dalam hubungan ekonomi. Dalam literatur tentang budaya 

Bugis, nilai ini terkait erat dengan prinsip kejujuran, pemenuhan amanah, dan penghormatan 

terhadap perjanjian, yang berfungsi sebagai dasar interaksi sosial, seperti yang dijelaskan oleh 

Tang & Samsuduha (2023). 

Dari perspektif akuntansi sosial, hubungan antara teseng dan akuntabilitas tidak dapat 

disederhanakan hanya sebagai kewajiban administratif semata, tetapi lebih sebagai kesadaran 

moral yang tertanam. Di sini, akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk 

bertanggung jawab atas tindakan mereka tidak hanya kepada pihak eksternal tetapi juga kepada 

nilai-nilai budaya yang dipegang teguh. Oleh karena itu, teseng dapat dilihat sebagai bentuk 

akuntabilitas berbasis nilai, suatu bentuk tanggung jawab yang berakar pada norma dan etika 

lokal yang khas. 

Secara teoritis, sistem nilai seperti teseng menyediakan mekanisme untuk kontrol sosial 

internal. Rasa hormat dan malu yang melekat dalam tradisi Bugis berpotensi bertindak sebagai 

bentuk pengendalian diri yang membimbing individu untuk menghindari penyimpangan dari 

kesepakatan. Mekanisme ini berbeda dari kontrol formal, yang bergantung pada aturan tertulis, 

karena beroperasi melalui kesadaran pribadi, reputasi, dan legitimasi sosial, seperti yang 

dikemukakan oleh Salle dkk. (2024). 

Dalam konteks ini, teseng dapat diposisikan sebagai nilai dasar yang mendukung pembentukan 

akuntabilitas sosial, seperti yang dibahas oleh Mukaromah & Priyono (2021). Individu yang 

telah menginternalisasi teseng cenderung berorientasi pada penyelarasan tindakan, komitmen, 

dan norma komunitas.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi,  pada 

dasarnya metode ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan makna pengalaman 

hidup seseorang terhadap suatu fenomena tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Luthfiandana 

dkk. (2024). Dalam penelitian ini, fenomenologi diterapkan untuk mengeksplorasi bagaimana 

petani mengalami dan menerapkan sistem teseng, serta bagaimana mereka menafsirkan 

pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai budaya Bugis. Fenomenologi interpretatif dipilih 

3

Page 14 of 26 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3479643627

Page 14 of 26 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3479643627



karena relevansinya, di mana fokusnya bukan hanya pada apa yang dialami petani secara 

langsung, tetapi juga pada bagaimana pengalaman tersebut ditafsirkan oleh subjek penelitian 

itu sendiri. Dengan cara ini, peneliti berperan aktif dalam menafsirkan makna sosial yang 

muncul dari berbagai interaksi, simbol, dan cerita yang diceritakan oleh petani. Pendekatan ini 

memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dimensi subjektif 

di balik praktik pertanian tradisional ini. 

Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Dususn Pumbau, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, 

Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu wilayah dengan komunitas 

petani, mereka merupakan keturunan langsung dari bugis Bone yang kemudian memutuskan 

untuk berpindah tempat tinggal ke wilayah pumbau pada saat terjadinya perang di Indonesia 

pada saat itu, dimana rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani. Lokasi ini dipilih karena 

masyarakatnya masih mempertahankan nilai-nilai budaya Bugis, termasuk praktik sosial yang 

berakar pada konsep teseng, dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, daerah ini menghadapi 

tantangan modernisasi pertanian, sehingga menjadi konteks ideal untuk menelusuri perubahan 

makna akuntabilitas sosial di kalangan petani. Waktu penelitian dilakukan selama 3–4 bulan, 

mencakup persiapan instrumen, pengumpulan data lapangan, analisis awal, dan verifikasi 

temuan. 

Informan Penelitian 

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan 

berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Jumlah informan sebanyak 8 orang petani 

yang terdiri atas: 

Tabel 1. Rincian Informan 
No Informan Jumlah Keterangan 
1 Kelompok Tani 3 Orang Pemilik Lahan 
2 Masyarakat Kecamatan  5  Orang Petani Penggarap 

 

 

Kriteria informan meliputi: 

1. Telah bekerja sebagai petani minimal 10 tahun, 

2. Memahami dan masih mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya teseng 

3. Bersedia diwawancarai secara mendalam dan terbuka mengenai pengalaman sosial dan 

nilai-nilai moral dalam aktivitas pertanian. 
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Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam untuk menggali pengalaman 

hidup dan pemaknaan subjektif petani terhadap nilai teseng dalam membangun akuntabilitas. 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dan dilengkapi dengan observasi partisipatif 

terbatas untuk memahami konteks sosial dan praktik bertani, serta dokumentasi sebagai data 

pendukung yang memperkuat hasil wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan 

refleksi (reflexive journal) sebagai bagian dari proses epoche guna menjaga objektivitas 

fenomenologis, sementara triangulasi teknik dan sumber diterapkan untuk meningkatkan 

kredibilitas dan keabsahan data penelitian. 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi, yang bertujuan untuk mengungkap makna pengalaman hidup (lived experience) 

petani terkait nilai teseng dalam konstruksi akuntabilitas. Proses analisis dimulai dengan 

menyalin hasil wawancara secara verbatim, kemudian membaca transkrip secara berulang 

untuk memahami keseluruhan pengalaman informan. Selanjutnya, melakukan identifikasi 

pernyataan-pernyataan bermakna yang berkaitan dengan nilai teseng, dan pengelompokan 

makna ke dalam tema-tema esensial. 

Tahap berikutnya adalah interpretasi tematik untuk menemukan esensi fenomena, yaitu 

bagaimana nilai-nilai teseng dimaknai dan dihayati oleh petani dalam menjalankan 

akuntabilitasnya. Proses analisis dilakukan secara reflektif dengan menerapkan epoche melalui 

catatan refleksi peneliti guna meminimalkan bias subjektif. Hasil analisis kemudian disajikan 

dalam bentuk narasi deskriptif-interpretatif yang didukung oleh kutipan langsung dari informan, 

serta diperkuat melalui triangulasi data untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan 

penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil wawancara, pengalaman bertani dipandang sebagai aktivitas yang menuntut 

kesabaran, ketekunan, serta kejujuran. Petani tidak sekadar bekerja demi hasil, tetapi juga 

menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik lahan. Petani menganggap bertani sebagai ruang 

pembentukan identitas diri “bertani bukan hanya tentang cari ke untungan tapi bertani itu 

kehidupan kami” ungkap keseluruhan informan dalam setiap wawancara. Sehingga dapat di 

katakan bahwa praktik pertanian dapat menimbulkan kesungguhan dalam bekerja, keteguhan 

menjaga kesepakatan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian dari pengalaman hidup 

3
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5
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yang terus direproduksi. Dengan demikian, sistem teseng dipahami sebagai praktik sosial-

budaya yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam mengelola lahan 

pertanian. 

 

Praktik Ma’teseng sebagai Ruang Akuntabilitas Budaya 

 Ma'teseng tidak hanya berfungsi sebagai skema pembagian keuntungan konvensional, tetapi 

lebih sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada fondasi kepercayaan yang kuat, rasa 

tanggung jawab yang mendalam, dan moralitas yang tinggi. Meskipun kesepakatan antara 

pemilik tanah dan petani penyewa tidak didokumentasikan dalam dokumen tertulis, 

kesepakatan tersebut terikat erat oleh adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, dan nilai-nilai budaya 

Bugis. Seperti yang dikatakan Pak Ambo Tang, "meskipun tidak ada aturan tertulis, begitu 

kesepakatan tercapai, kepercayaan harus dijaga." Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa 

dalam praktik Ma'teseng, akuntabilitas tidak muncul dari dokumen formal, tetapi dari 

komitmen sosial dan budaya yang menjaga kepercayaan, memastikan hubungan antar pihak 

dan kolaborasi yang berkelanjutan. 

Dalam konteks ini, akuntabilitas petani dipupuk melalui komitmen sadar untuk memenuhi 

tanggung jawab mereka dengan rajin mengelola lahan mereka dan melaporkan hasil panen 

mereka secara jujur. Para informan menjelaskan bahwa mereka merasa bertanggung jawab 

tidak hanya kepada pemilik tanah tetapi juga kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. 

Dengan demikian, Ma'teseng berfungsi sebagai platform untuk mewujudkan nilai-nilai budaya, 

sekaligus membangun mekanisme akuntabilitas ekonomi yang sesuai dengan adat istiadat 

setempat. Perjanjian bagi hasil ini dibuat secara lisan, tetapi kekuatannya diakui secara bersama 

karena didasarkan pada nilai-nilai teseng. Nilai-nilai seperti reso, lempu', dan getteng berfungsi 

sebagai pilar utama yang memastikan kedua belah pihak menjalankan peran dan kewajiban 

mereka secara bertanggung jawab, bahkan tanpa kontrak formal. 

Seperti yang dikatakan Bapak Ruslan, "walaupun hasilnya tidak terlihat, kita harus terus 

bekerja, dan sekalipun hasilnya tidak banyak, kita tetap menyampaikannya apa adanya." Di 

sini, para petani menafsirkan Ma'teseng sebagai tanggungjawab, di mana reso mendorong para 

petani untuk bekerja keras mengelola lahan, sementara lempu' menuntut transparansi penuh 

dalam pelaporan kondisi panen. Getteng, di sisi lain, memperkuat komitmen untuk menjunjung 

tinggi perjanjian, bahkan di tengah risiko kerugian. Pada akhirnya, teseng berfungsi sebagai 

mekanisme pengikat ekonomi berbasis budaya, menjaga keberlanjutan praktik bagi hasil dalam 

pertanian Bugis. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai lokal ini 
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bukan hanya sekadar norma tetapi juga alat untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan 

dalam komunitas. 

Pengalaman Kerja Petani dan Tanggung Jawab Pengelolaan Lahan 

Para petani menggambarkan proses bertani sebagai pekerjaan yang menuntut kesungguhan, 

ketekunan, dan kesabaran. Mereka tetap mengerjakan sawah meskipun dalam kondisi lelah, 

cuaca tidak menentu, serta hasil panen yang tidak selalu baik. Menurut Pak syahrir,  “sawah 

itu harus terus di jaga, walaupun capek tetap harus ke kebun supaya tanamannya tidak rusak 

dan bikin rugi”. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dipahami sebagai 

amanah yang harus dijaga. 

Pengalaman kerja tersebut membentuk akuntabilitas berbasis kesadaran pribadi. Akuntabilitas 

tidak muncul karena pengawasan eksternal, melainkan karena rasa tanggung jawab para petani 

terhadap lahan, pemilik, dan hasil kerja dan bahkan untuk keluarganya. Dalam praktik 

Ma’teseng, kerja keras menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata bahwa petani telah 

melaksanakan perannya sesuai kesepakatan adat dan norma tidak tertulis. 

Kejujuran sebagai Fondasi Hubungan Kerja Sama 

Pada dasarnya kejujuran menjadi elemen penting dalam hubungan antara pemilik lahan dan 

penggarap. Informan menegaskan bahwa kondisi panen harus disampaikan apa adanya. Ibu 

Tinya menyampaikan bahwa, “kalau panennya sedikit, tetap saya bilang sedikit, tidak bisa 

ditambah-tambah juga tidak bisa saya kurangi”. Sikap ini bukan hanya sekedar personal etika 

semanta, tetapi bagian dari menjaga keberlanjutan hubungan kerja, Menurut pak Ruslan “Bagi 

saya kejujuran itu sangat penting, kalau tidak jujur kerja sama tidak akan bisa di lanjutkan”. 

Maka dari itu kejujuran dalam bagi hasil yang mengutamakan adanya rasa percaya dan kerja 

sama antara pemilik tanah dan petani penggarap kejujuran itu sangat penting berapa pun 

kemudian hasil yang di dapat dalam proses pertanian maka patut di sampaikan dengan jujur. 

Dalam konstruksi akuntabilitas budaya, kejujuran berfungsi sebagai mekanisme pengendalian 

sosial. Petani merasa bahwa manipulasi hasil akan merusak kepercayaan dan nama baik. Oleh 

karena itu, akuntabilitas dalam Ma’teseng lebih berorientasi pada moral dan hubungan sosial 

dibandingkan sistem pencatatan formal seperti dalam akuntansi modern. 

Kesepakatan Lisan dan Keteguhan Menjalankan Amanah 

Informan mengungkapkan bahwa kesepakatan Ma’teseng biasanya dilakukan secara lisan, 

walaupun tidak tertulis, kesepakatan tersebut dipandang mengikat secara moral. Ibu Anggi 

menyampaikan, “walaupun tidak ada janji di atas kertas, kalau sudah sepakat, itu harus 

dijalankan”. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan kontrak Ma’teseng terletak pada adat dan 

2
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rasa tanggung jawab yang kemudian lahir dari petani penggarap dan adanya kepercayaan dari 

pihak pemilik tanah. 

Dalam perspektif akuntabilitas, praktik ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak 

selalu membutuhkan instrumen formal. Memperlihatkan bahwa praktik Ma’teseng 

berlangsung tanpa dokumen tertulis, namun tetap berjalan stabil karena didukung oleh 

kepercayaan dan norma adat. Kesepakatan bagi hasil biasanya disepakati secara langsung 

antara pemilik lahan dan penggarap melalui musyawarah sederhana. Meskipun tidak tercatat 

secara formal, kedua pihak merasa terikat secara moral untuk mematuhi pembagian hasil yang 

telah disepakati. 

Nilai ammaccang dan sipakatau memainkan peran penting dalam proses ini. Ammaccang 

mendorong kedua pihak mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial sebelum mengambil 

keputusan, sedangkan sipakatau menegaskan bahwa hubungan kerja didasarkan pada 

penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, Ma’teseng menjadi bentuk 

kontrak sosial budaya yang tidak tertulis tetapi efektif mengatur hubungan ekonomi masyarakat 

pertanian Bugis. 

Relasi Kemanusiaan dalam Kerja Sama Pertanian 

Pengalaman informan juga memperlihatkan bahwa hubungan kerja Ma’teseng tidak bersifat 

hierarkis kaku. Petani merasa lebih nyaman ketika diperlakukan sebagai manusia yang dihargai. 

Pak Sardi Anshar menyebutkan, “kalau kita dihargai, kita juga enak bekerja, tidak merasa 

ditekan”. Hubungan ini menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling percaya. 

Relasi kemanusiaan tersebut memperkuat akuntabilitas karena petani tidak bekerja atas dasar 

paksaan, tetapi atas kesadaran dan rasa tanggungjawab. Dalam konteks ini, akuntabilitas 

budaya lahir dari penghargaan, bukan dari sanksi formal sebagaimana dalam sistem modern. 

Praktik Saling Mengingatkan sebagai Kontrol Sosial 

Dalam praktik sehari-hari, petani dan pemilik lahan saling mengingatkan terkait waktu kerja, 

pengelolaan sawah, maupun pembagian hasil. Ibu Haidir menyampaikan, “kalau ada yang 

keliru biasanya ditegur baik-baik supaya tidak salah ke depan”. Teguran ini tidak dipahami 

sebagai hukuman, melainkan sebagai kepeduli, ini menunjukkan bahwa dalam Ma’teseng 

terdapat mekanisme akuntabilitas sosial. Saling mengingatkan menjadi alat kontrol agar setiap 

pihak tetap menjalankan perannya sesuai kesepakatan. Akuntabilitas di sini bersifat kolektif 

dan berbasis komunikasi, bukan prosedur tertulis. 

 

Harga Diri dan Dorongan Bertanggung Jawab 
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Informan mengaku merasa malu apabila tidak menjalankan tugas dengan baik. Pak Sahrir 

mengatakan, “kalau lalai, rasanya tidak enak, malu sama yang punya sawah kalau kena tegur 

langsung nanti juga jadinya tidak enak”. Rasa malu ini menjadi pendorong untuk bekerja lebih 

serius dan tidak menyimpang dari kesepakatan. 

Dalam konstruksi akuntabilitas budaya, harga diri menjadi penggerak utama kepatuhan. Petani 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran 

menjaga martabat. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak dipahami sebagai kewajiban 

administratif, tetapi sebagai kesadaran batin untuk menjaga amanah lahan dan kepercayaan 

pihak lain. Petani merasa malu (siri’) jika lalai atau tidak jujur. Hal ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas budaya beroperasi melalui mekanisme sosial dan moral yang mengikat perilaku 

ekonomi petani,, yang membedakan akuntabilitas Ma’teseng dengan akuntabilitas formal yang 

lebih menekankan laporan dan dokumen. 

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya solidaritas antar petani. Mereka saling membantu 

ketika ada yang mengalami kesulitan. Ibu Anggi menyampaikan, “Biasa pekerja di samping 

sawah kalau nada yang susah, biasa saling bantu, nanti kalau kami butuh dibalas meraka yang 

bantu”. Praktik ini memperkuat jaringan sosial dalam pertanian. Solidaritas tersebut 

memperlihatkan bahwa akuntabilitas dalam Ma’teseng tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang 

oleh hubungan sosial.  

Pertanggungjawaban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif sehingga para petani 

yang terlibat merasa berkewajiban membantu sesama (pesse) ketika terjadi kesulitan. Sehingga 

konflik jarang terjadi karena setiap pihak memahami batas hak dan kewajiban setiap petani 

penggarap dan  pemilik lahan. 

 

Konstruksi Akuntabilitas Petani Berbasis Teseng 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma’teseng merupakan sistem 

ekonomi adat yang membangun akuntabilitas melalui nilai budaya, bukan melalui mekanisme 

formal akuntansi. Akuntabilitas petani terbentuk melalui kerja sungguh-sungguh, kejujuran, 

kesetiaan pada kesepakatan lisan, penghargaan kemanusiaan, kontrol sosial, harga diri, dan 

solidaritas. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam masyarakat Bugis, Teseng tidak 

hanya berfungsi sebagai adat, tetapi sebagai fondasi kesepakatan ekonomi yang mengatur 

pembagian hasil, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Akuntabilitas budaya dalam Ma’teseng 

memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dapat dibangun melalui nilai lokal, kepercayaan, 

dan etika sosial, bukan hanya melalui sistem pencatatan modern. 

Page 20 of 26 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3479643627

Page 20 of 26 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3479643627



Akuntabilitas  petani dalam sistem teseng tidak bersifat administratif, tetapi bersumber dari 

nilai budaya Bugis. Akuntabilitas dibangun melalui tiga dimensi, yaitu personal, relasional, 

dan kolektif. Dimensi personal mencakup reso, siri’, getteng, dan ammaccang yang membentuk 

tanggung jawab internal petani. Dimensi relasional meliputi lempu’, sipakatau, dan sipakalebbi’ 

yang menjaga kepercayaan dan etika hubungan kerja. Dimensi kolektif mencakup sipakainge’ 

dan pesse sebagai kontrol sosial dan solidaritas. 

Secara keseluruhan, nilai Teseng membentuk kesadaran petani untuk 

mempertanggungjawabkan pekerjaan bukan hanya kepada pemilik lahan, tetapi juga kepada 

diri sendiri dan komunitas. Dengan demikian, sistem teseng merupakan ruang aktualisasi 

budaya yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial, dan moral dalam praktik pertanian. 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma’teseng tidak hanya berfungsi sebagai adat atau 

kebiasaan ekonomi, tetapi sebagai dasar kesepakatan kerja yang mengikat secara moral melalui 

kepercayaan, tanggung jawab, dan kesadaran budaya. 

Berdasarkan pengalaman para informan, praktik Ma’teseng dijalankan melalui kesepakatan 

lisan yang dipatuhi bukan karena kontrak tertulis, melainkan karena nilai teseng yang hidup 

dalam kesadaran petani. Petani mempertanggungjawabkan pekerjaannya melalui kerja 

sungguh-sungguh dalam mengelola lahan, kejujuran dalam menyampaikan hasil panen, 

kesetiaan pada kesepakatan, serta menjaga hubungan kemanusiaan dengan pemilik lahan dan 

sesama petani. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks pertanian adat 

dibangun melalui mekanisme sosial dan moral, bukan hanya melalui sistem pencatatan formal. 

Juga di temukan bahwa akuntabilitas budaya dalam Ma’teseng mengintegrasikan dimensi 

ekonomi, sosial, dan moral secara bersamaan. Pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan 

kepada pemilik lahan, tetapi juga kepada diri sendiri dan komunitas melalui kontrol sosial, rasa 

malu, penghormatan, dan solidaritas.  

Dengan demikian, teseng membentuk konstruksi akuntabilitas petani yang bersifat kultural, 

relasional, dan kontekstual, yang membedakannya dari konsep akuntabilitas modern yang 

cenderung administratif dan formal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa nilai 

budaya lokal mampu menjadi dasar pengelolaan kerja sama pertanian yang akuntabel tanpa 

harus bergantung sepenuhnya pada instrumen formal akuntansi. Temuan ini memperkaya 

kajian akuntabilitas dengan menunjukkan bahwa praktik pertanian adat seperti Ma’teseng 
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menyimpan logika pertanggungjawaban ekonomi yang berbasis nilai, kepercayaan, dan etika 

sosial. 

Saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Ma’teseng membentuk akuntabilitas petani berbasis 

nilai budaya, bukan semata sistem formal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk memperluas lokasi dan variasi informan agar diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai dinamika Teseng di berbagai komunitas Bugis. Kajian lanjutan juga 

dapat mengombinasikan pendekatan fenomenologi dengan etnografi atau studi komparatif 

untuk menangkap perubahan nilai Teseng dalam konteks modernisasi pertanian. 

Bagi praktisi pertanian, nilai Teseng perlu dipertahankan sebagai dasar hubungan kerja sama, 

khususnya dalam menjaga kejujuran, komitmen, dan saling percaya. Praktik akuntabilitas 

budaya dapat diperkuat melalui pencatatan sederhana yang tidak menghilangkan makna adat, 

tetapi mendukung transparansi hasil panen. 

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan program 

pemberdayaan petani yang mengintegrasikan kearifan lokal Teseng dengan penguatan 

kapasitas manajerial petani, sehingga kebijakan pertanian tidak hanya bersifat teknis, tetapi 

juga sensitif terhadap nilai budaya masyarakat. 
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